SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR EMPAT DOKUMEN

Menimbang

Mengingat

DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan sistem
administrasi kependudukan terpadu di daerah dalam
menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang
akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
perlu dilaksanakan program jaminan pelayanan bayi
baru lahir empat dokumen (JAMPE HARUPAT) di
wilayah kabupaten sumedang;

bahwa untuk menjamin pelayanan dokumen
kependudukan bagi bayi baru lahir di lingkungan
Kabupaten Sumedang lebih cepat, tepat dan akurat,
perlu adanya inovasi pelayanan dokumen
kependudukan pada lingkup Kabupaten Sumedang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Program
Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen
di Wilayah Kabupaten Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tetang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang....



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Noor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik.
Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan
Akte Kelahiran (Berita Negara Republik. Indonesia
Tahun 2016 Nomor 325);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan
dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

12.Peraturan ....



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1478);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sumedang Tahun 2015 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 45);

17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020
tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 Nomor 126);

1. Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
733/PMD/06/IV /2022 tanggal 20 April 2022;

2. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang Nomor 732/PMD/06/IV/2022
tanggal 20 April 2022;

3. Perjanjian Kerja Sama dengan lkatan Bidan Indonesia
(IBI) Kabupaten Bandung Nomor 734/PMD/06/1V /2022
tanggal 20 April 2022;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PROGRAM
JAMINAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR EMPAT
DOKUMEN DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.

Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat
Dokumen di Wilayah Kabupaten Sumedang, dengan
Standar Operasional Prosedur Program Jaminan Pelayanan
Bayi Baru Lahir Empat Dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Keputusan ini.

KEDUA ....



KEDUA : Penyelenggaraan Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru
Lahir Empat Dokumen (JAMPE HARUPAT) sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, bekerja sama dengan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang, dan Ikatan Bidan
Indonesia (IBI) Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN’.'SUMEDANG

i

DODI YOHANDK S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001







LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR EMPAT
DOKUMEN DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM JAMINAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR EMPAT DOKUMEN

Pemerintah Kabupaten Sumedang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sunedang

Normnor SOP

Tanggal Pemmbuatan

Tangpal Fevisd

Tanppal Eielctaf

Mhsahlkan oleh

Eepala Dhinas Kependudulkatn dan Pencatatan Sipal
Kabtupaten Sumedang

BUDM RAHNMNAN, S5.Sos=s., M. Si.

1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.

EBidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Nazar Hukum
1.

Tndang-Tndang Nomor 23 2 Tahun 2006  tentang Admdnistrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 20086
Momor 124, Tambahan Lembaratn Negara Republik Indonesia Nommor
4674) sebagaimana telah diubah dengan TUndang-Tndang Nomor 249
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Tndang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Admanistrasi Kependudukan (Lemnbaran Negara Republik
Indoniesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoniesia Nomor 5947531;

Peraturan Pemerintah Nomor 940 tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Tndang-undang Nomor 23 2 Tahun 2006 tentang Admdnistrasi
Eependudukan sebapgaimana telah dinbah dengan Undang-Thdang
Momor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Tndang Nommor
23 Tahun 2006 tentang Admitdstrasi Kependudukan (Letnbaran Negara
Fepublik Indonesia Talmn 2019 Nomor 102, Tambahan Lembatan
Mepara Republik Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftatan Penduduk dan Pencatatan Sapdl
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549

EKeterlkcaitan SOF

Lintas Pemerintah Kabupaten
Lintas Pemerintahatn Kecamatan
Lintas Pemerintahan Desa
Lintas Komponen/fInstansi

Terhadap kemunplanan lambatnya pelayatian diupayakan dennpan
mengintensifltan pola pelayatan

Peninglkatan Kualitas SDM pelayatian

kEeterbatasan saratia dat prasartatia yatig tersedia

MNatna SOF
Eualifikazi Pelak=sana

1.
2.

3.

1.
2.
3.

4. Buku Peraturan Perundang-undangan
Pencatatan & Pendataan

Uh Wbk

SOP Inovasi Pelayanan Program Jamps Hatupat

Memahatni Tugas Pokolk dat Fungsi Ddnas Kepenndudukan dan Pencatatan
Sipil;

Memaharnd Strukdar Organisasi dan Tata kerja Dhdnas Kependudukan dan
Pencatatan Sipdl;

Menguasai Peraturan Petundang undangat yatip berkaitan dengan
penerbitan Kartu Keluarga:

Menpgpuasai Aplikasi Sistem Informasi Admdnistrasi Kependudukan (SIAK)

Komputer (PC), Pronter
Alat Tulis Kantor (ATK)
Formulit Pendaftartan

Meregistrasi beskas permohonan KK
Memveriikasi persyaratan

Meticocokan dengatn database SIAkK Terpusat
Melalukan entri datafsunting data

Tnpgah dokumen




Frosedur Inowasi Pelayanan Program Jampe Hampat

I Pelalcsa Mutu Balku Het
HMHo. Kegiataa Femohon P;f“g‘:s Operator Eabid Kahid Eadi Petugas | ... _— o t
fPetugas Office SIAK Capil Dafdulk = Cetak eagkapaa u ot
1. | Petniohon D Py L tnetuit Motnor Register
mengaalcan Smartphone Permohona
permohonan melalai
Aplilcaei Silasidalcep
2| Pertnohonat meelala —I P S ettt Dolowunen
Aplikkas Silasidalkep I Permohona
masuls, diterima “—l yang lenplap
Petupas Front Office
3. | Memerilz=a - Alat Tuli= S merit Berlia=
kelengloapan dan Tid gl V. ler e Kantor, P permohionan
memverifiliasi berkas erploa; . yvang dapat
X dipproses lebih
lati{uat
4. | Mengentn Biodata PC 1o MIXE, Fiodata,
Bayi dan mengentri merdt Alcta Kelahiram
Alcta Kelghirarn. [draft}
5. | Memvelidasi ada P 1o
erigaiuan Alcta mernt
%ﬂfhl‘]ran orsket ™ Ticlelc =
5. | Memvslidas: korelcgi PC S tnetiit
petiEsivstn Karta L:A:Ii - />
Eelusrpa darn KA orelsl ™~
7. | Penpgajuan Ticlelc fola PC 1 et Alcta
Fenandatangasn Alcta Leoreldsi KEelahairan
Kelaliran
5. | Penpajuan P 1 merit EK dan K1A
Penandatangan KK
dan KI4
3. | Penandatangatat PC 1 tmetit Alrta Helahirat,
Alrta Helahiran, KK KK dan KIa
dan KL "
10| mMenpungeah — PC L menit | Altta Kelahirzm,
dolsumen yang telah KK dan K14
ditandatangarni ke
Hilasidalep
11) Selesqd PC 1 tnetit Alrta Kelahirar,
KK dan K14

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

\ /
\
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




